DAFTAR TERJEMAH

No | Bab | Halaman | Keterangan Terjemah
1 I 4 RI?\?:;/Z ¢ Perkara halal yang paling dibenpi disisi
Abu Dawud Allah SWT adalah perceraian
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah -
Hadits sallallahu 'alaihi wa sallam bergabda, tiga
) I 5 Riwayat perkara, seriusnya adalah serius, dan
Tbnu Majah candanya adalah serius, yaitu; nikah,
perceraian, dan rujuk (membatalkan
perceraian).
Jika kamu (para wali) khawatir terjadi
persengketaan di antara keduanya, utuslah
, seorang juru damai dari keluarga laki-laki
glll-rgllll rA?lr_l dan seorang juru damai dari keluarga
3 I 7 Nisa Avat perempuan. Jika keduanya bermaksud
35 Y melakukan islah (perdamaian), niscaya
Allah memberi taufik kepada keduanya.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Mahateliti.
Hadits . . .
4 I 34 Riwayat Sesuatu yang halgl yang pahng dibenci
Abu Dawud oleh Allah ialah perceraian
Hadits Apake!h kamu mempermainkan kit.ab '
s I 34 Riwayat Allah? Dikatakan kepaqa seorang lakl-laklz
An-Nasa’i kamu telah mentalak istrimu sekali atau
dua kali, lalu kamu merujuknya
Al-Qur’an “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.
6 I 36 Surah Al- (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk)
Baqarah dengan cara yang patut atau melepaskan
229 (menceraikan) dengan baik. “
. . "Tidak boleh membahayakan diri sendiri
7 II 39 Kaidah Figh dan orang lain".
Dan janganlah kamu menyusahkan mereka
Al-Qur’an karena hendak mengambil kembali
8 II 40 Surah An- | sebagian dari apa yang telah kamu berikan
Nisa 19 kepadanya, terkecuali bila mereka
melakukan pekerjaan keji yang nyata.
Al-Qur'an Wahaj Ngbi, apabila kamu mencergikan
Surah Ath- istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan
9 II 40 Thalag Ayat mereka pada waktu mereka dapat
) 4 (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan
hitunglah waktu iddah itu.
Al-Qur’an | Para istri yang diceraikan (wajib) menahan
10 | I 66 Surah Al- diri mereka (menunggu) tiga kali qur@i’
Bagarah (suci atau haid).




228

Perempuan-perempuan yang tidak
mungkin haid lagi (menopause) di antara

1l o 66 SAJ ;Shuigi istri-isFrimu jika kamq ragu-ragu (tentgng
Thalaq 4 masa idahnya) maka idahnya adalah tiga
bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan
yang tidak haid (belum dewasa).
Wahai orang-orang yang beriman, apabila
, kamu menikahi perempuan-perempuan
TRER: 66 gigﬁr;ﬁ mukminat, kemudian kamu ceraﬂ?an
Ahzab 49 mereka sebelum kamu mencampurinya,
tidak ada masa idah atas mereka yang perlu
kamu perhitungkan.
Al-Qur’an | Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak
311 67 Surah Al- 'n?ut‘ah dengan cara yang patut. Demikian
Bagarah ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang
241 bertakwa.
Al-Qur’an Berikanlah mereka itu (perempuan yang
14| 1II 67 Surah Ath- ditalak) tempat kediaman seperti tempat
Thalaq 6 kediaman kamu dari kekayaan kamu.
Al-Qur’an Kalau mereka itu (bekas istrimu)
15 ] 1II 68 Surah Ath- mempunyai anak, maka berilah upah
Thalaq 6 mereka itu.
Al-Qur’an Dan suami mereka berhak merujuknya
16 | 1 69 Surah Al- ”dalam masa iddah (matc,a'menunggu) itu, '
Baqarah jika mereka (para suami) itu menghendaki
228 perbaikan
Dan Jika mereka berkehendak bercerai,
Al-Quran Allah akan memberikan kecukupan 1‘<epad.a
171 76 Surah An- masing-masingnya (setelah bercerai) dari
Nisa 130 limpahan karunia-Nya. Allah Maha Luas
karunia-Nya lagi Maha Bijaksana aturan-
Nya.
Jika kamu (keluarga) khawatir akan
perpecahan antara suami istri, kirimkanlah
Al-Qur’an | seorang penengah dari keluarga suami dan
18 | II 79 Surah An- seorang penengah dari keluarga istri jika
Nisa 35 mereka berdua menghendaki perdamaian.
Niscaya Allah akan memberikan petunjuk
kepada mereka
Al-Qur'an . Bi‘la kamu (sugmi) membenci mereka
19 11 79 Surah An- (1str1), ‘boleh jadi pada sesuatu yang kgmu
Nisa 19 benci itu ternyata Allah jadikan kebaikan
yang banyak
20 | 1 106 Al-Qur’an “Kemudian, Kami jadikan engkau
Surah Al- (Nabi Muhammad) mengikuti syariat
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dari urusan (agama) itu. Maka,
ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah
engkau ikuti hawa nafsu orang-orang
yang tidak mengetahui.”

“Dia (Allah) telah mensyariatkan
bagi kamu agama yang Dia
wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang
telah Kami wahyukan kepadamu

Al-Qur'an (Nabi Muhammad), dan yang telah
21 | I 106 Surah Asy- . . .
Syura 13 Kami wasiatkan kepada Ibrahim,
Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah
agama (keimanan dan ketakwaan)
dan janganlah kamu berpecah-belah
di dalamnya.”
Kitab Al-
Muwafaqat "Sesungguhnya syariat itu bertujuan
22 | I 107 Fi Ushul Al- mewujudkan kemaslahatan manusia
Syari’ah di dunia dan di akhirat
Jilid I
Kitab Al-
23 | 1 107 214 lg:zqu;l;_ "Hukum-hukum disyariatkzt'n untuk
. kemaslahatan hamba".
Syari’ah
Jilid I
Hadits « )
N B e (A
Abu Dawud P
“Wahai Nabi, apabila kamu
Al-Qur'an menceraikan istritistrimu,
25 | IV 131 Surah Ath- hendaklah kamu ceraikan mereka
Thalaq 1 pada ngtu mereka dapat .
(menghadapi) idahnya (yang wajar),
dan hitunglah waktu idah itu
Hadits
Riwayat
Bukhari “Barangsiapa mempersukar
2% | IV 133 7298 dan (menghalangi) seseorang dari jalan
Hadits Allah, maka Allah akan mempersukar
Riwayat (menghalangi) jalan menuju surga.
Muslim
1671
. “Barangsiapa yang menghilangkan satu
Hadits . . .
Riwayat kesukaran dunia dari seorang mukmin,
27 | IV 134 . maka Allah akan menghilangkan satu
Muslim . .
2699 kesukaran dari kesukaran pada hari

kiamat.”




“Apakah kamu mempermainkan

Hadits kitab Allah? Dikatakan kepada
27 | IV 137 Riwayat seorang laki-laki: kamu telah
An-Nasa’i mentalak istrimu sekali atau dua
kali, lalu kamu merujuknya”
“Jika kamu (para wali) khawatir
terjadi persengketaan di antara
keduanya, utuslah seorang juru
Al-Qur’an damai dari keluarga laki-laki dan
28 | IV 138 Surah An- seorang juru damai dari keluarga
Nisa 35 perempuan. Jika keduanya
bermaksud melakukan islah
(perdamaian), niscaya Allah
memberi taufik kepada keduanya.”
“Tidak halal bagi seorang muslim
. untuk berselisih dengan saudaranya
Hadits . . .
Riwavat lebih dari tiga hari, keduanya
29 | IV 138 Y bertemu, lalu salah satunya berpaling
Abu Dawud . . .
dan yang lain berpaling. Yang terbaik
4910 ) "
adalah yang memulai salam
Al-Quran Talal‘< (yang dapat dlquk) itu dua
kali. (Setelah itu suami dapat)
Surah Al- )
29 | IV 139 menahan (rujuk) dengan cara yang
Bagarah
279 patut atau melepaskan
(menceraikan) dengan baik. “
30 | IV 141 Kaidah Figh “Kemudharatan harus dihilangkan
“Apa yang membawa kepada yang
31 | IV 141 Kaidah Figh haram maka hal tersebut juga haram
hukumnya
2| v 142 Kaidah Figh Kemudharatan harus dltolak' dalam
batas-batas yang memungkinkan
“Hukum yang diputuskan oleh
. . hakim dalam masalah-masalah
3V 143 Kaidah Figh ijtihad menghilangkan perbedaan
pendapat”
34| v 145 Kaidah Figh Mengambil yang mudharat lebih
ringan
“Setiap tindakan hukum yang
35| v 147 Kaidah Figh membawa kemafsadatan atau

menolak kemaslahatan adalah
dilarang
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PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertijuan
untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.
Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan
tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di
Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan
15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk
membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang

- mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah
melahirkan rumusan sebagai berikut.
1. Rumusan Pleno Kamar Pidana.

Rumusan Pleno Kamar Perdata.

NY

0

Rumusan Pleno Kamar Agama.

4. Rumusan Pleno Kamar Militer.

on

Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.

6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.
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Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut,

disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai

dengan tahun 2022, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam
penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung,
pengad:lan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang
stbstansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan
tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.

Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021
yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi
bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022,

rumussan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Tembusan.

1. Para Wakil Xetua Mahkamah Agung RI;

2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI,

4. Para Hakim Ad Hoc paca Mahkamah Agung RI;
I

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.
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RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2022

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana,
Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara
dar Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal
13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Hotel
Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai
ber-kut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara

pidana khusus

a  Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20
tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap,
capat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara
yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara
tersebut.

b. Maksimum pidana penjara dalam perkara tindak pidana
khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana
Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana
lainnya yang ancaman maksimum pidananya 20 tahun,
epabila ada pemberatan seperti perbarengan (concursus) baik
yang diajukan secara gabungan (kumulatif) atau tidak
cigabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama
tidak diatur dalam undang-undang khusus maka
maksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum
ancaman pidana pokok ditambah 1/3 sesuai Pasal 65 KUHP
can Pasal 103 KUHP.

2. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah
dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat

dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
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tanpa subsider penjara, tidak bertentangan dengan Pasal 67
KUHP.

Wy}

Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan
Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih
dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan
kstentuan Pasal 39 KUHAP.

4. Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber caya alam
dalam tindak pidana lingkungan hidup yang statusnya dirampas
untuk negara, dalam amar putusan Hakim statusnya harus
ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan perlindungan
dan pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi.

Hasil lelang harus digunakan untuk pemulihan dan kelestarian

lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA
1. Perdata Umum

a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum
perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum
gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan
melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.

b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan
memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau
tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim
harus menolak petitum tersebut.

c. Terhadap permohonan banding atas putusan pengadilan
tingkat pertama yang menyatakan tidak berwznang
memeriksa dan mengadili gugatan, atas permohonan
tersebut apabila pengadilan tingkat banding berpendapat
bahwa pengadilan tingkat pertama hkerwenang, maka
pengadilan tingkat banding memutus dengan putusan sela

yang amar putusannya sebagai berikut:
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l.a. Menyatakan Pengadilan Negeri ... berwenang memeriksa

[\

oW

dan memutus perkara tersebut (secara relatif); atau,
Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa
dan memutus perkara tersebut (secara absolut).
Memerintahkan Pengadilan Negeri ... untuk melakukan
pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya
dikirim ke Pengadilan Tinggi ... untuk diberikan
putusan akhir.

Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga

putusan akhir.

Perdata Khusus

a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1)

o]

4)

Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri
yang membidangi urusan pemerintahan di bidang
perkoperasian.

Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) yvang izinnya dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang rencana
perdamaiannya ditolak oleh kreditor, dapat diajukan
upaya hukum kasasi dan apabila upaya hukum kasasi
dikabulkan maka amarnya membatalkan putusan
pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri ... dan
menyatakan debitor tidak dalam keadaan pailit.
Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Sementara (PKPU S) ataupun PKPU Tetap tidak dapat

diajukan upaya hukum kasasi.
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Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja/buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam
perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) maka secara hukum hubungan kerjanya telah
berakhir terhitung sejak diangkat menjadi Direksi, dan
pekerja/buruh  tersebut berhak memperoleh uang
kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa
kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah
terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi

perusahaan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1.  Hukum Perkawinan

a.

Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi
anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti
satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut
dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan
setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah
menikah.

Dalam upava mempertahankan suatu perkawinan dan

memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak
melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin,
hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak
melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua

belas) bulan; atau

o

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengxaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus
menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama

minimal 6 (enam) bulan.
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Hukum Kewarisen

a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib)
dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang
dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam
register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan
pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus
untuk Aceh.

b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil
Zakat Nasicnal (Baznas) atau Baitul Mal yang dizetapkan
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dapat
mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola
harta warisan untuk kepentingan sosial.

Hukum Ekonomi Syariah

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh

KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan

agama/ketua mahkamah syariyah yang bersangkutan dapat

melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Hukum Jinayat

a. Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak
Korban di depan sidang pengadilan, tidak bolea lagi
bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut.

b. Terdakwa vyang terbukti melakukan jarimah dengan
ancaman ugubat hudud, maka uqubat tersebut tidak dapat
diubah dengan hukuman ta’zir, kecuali hukuman ta’zir
sebagai hukuman tambahan.

Hukum Formil dan Hisab Rukyat

a. Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang
pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-
turut pada persidangan berikutnya, maka

permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
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Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak
bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap
non-executable, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka
dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga
ditemukan maka eksekusi dianggap non-executable.
Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor
Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat
diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara
permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim
tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pemohon;

- Menyatakan hilal terlihat oleh....(atau tidak terlihat).

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Doktrin Militer “Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan

Melaksanakan Perintah Atasan”.

a.

Prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah

atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah

Cinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM

cengan ketentuan perintah tersebut:

1) disampaikan oleh atasan yang berwenang;

2) dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah
dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas;
dan

2) tidak bertentangan dengan hukum;

Prajurit bawahan yang menolak, tidak menaati, melampaui

perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut,

tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang

dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan,

Farus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
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1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada
saat menerima perintah atasan;

2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima
perintah atasan; dan

3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pesmberi

perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer

Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016)

Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional

Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan,

Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit

a.

Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan
gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu
mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang
sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara
Nasional Indonesia Nomor S0 Tahun 2014, tidak diterapkan
Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Perbuatan prajurit tersebut bukan tindak pidana melainkan
sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam
Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia
Nomor 50 Tahun 2014.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer

Tahun 2018 SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan

A

“Pos penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 ayat (1) KUHPM
dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil
kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau
pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya
dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)
TNI.
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b. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagsan yang
tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas
tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 ayat 1) KUHPM.

Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan/Jabatan

a. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan/jabatan vang ada
padanya oleh atasan atau pejabat sebagaimana diatur dalam
Pasal 126 KUHPM, diterapkan kepada
atasan/pejabat/komandan  yang melakukan tugas
jabatannya, bertentangan dengan:

1) tugas pokok jabatannya dalam upaya pemkinaan
prajurit dan kesatuan; dan/atau

2) tugas limpahan dari satuan atas yang harus dilakukan
sesuai tugas dan kewenangannya.

b. Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan oleh atasan atau
pejabat yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas, tidak
diterapkan Pasal 126 KUHPM.

Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan atas Dakwaan
Kumulatif
Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat
pertama/judex facti dalam dakwaan kumulatif yang amarnya
menvatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam
salah satu dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan
lainnya atau melepaskan Terdakwa dasi tuntutan hukum, melalui
upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi).

‘Revisi terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016
SEMA Nomor 4 Tahun 2016).

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1.

Subjek Hukum Tergugat dalam Sengketa Perizinan dengan
Penerapan Online Single Submission (OSS)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
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kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada
pada Lembaga OSS/Kepala BKPM, tetapi harus sesuai peraturan
dasar lembaga mana yang diberi kewenargan baik secara
atribusi, delegasi, atau mandat, sehingga untuk menentukan
Tergugat dalam sengketa tata usaha negara harus disestaikan
dengan peraturan tersebut.

Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN/Tindakan
Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah

Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan
Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak
berwenang, sebagai berikut.

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan tidak sah KTUN/Tindakan Faktual objek

sengketa.

O

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN atau
memerintahkan Tergugat untuk melakukan/tidak
melakukan Tindakan Faktual Objek sengketa.

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Keputusan atau Tindakan Faktual Oleh Direktorat Jende-al Pajak
atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan,
kepabeanan dan/atau cukai oleh Direktorat J enderal Pajak atau
Direkrorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewsnangan
absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Sebagai contoh: penegahan, penyegelan, dan/atau pemblokiran
oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

Perbaikan Putusan Sengketa Pajak

Keberatan para pihak terhadap substansi pertimbangan Putusan
Mahkamah Agung dalam sengketa pajak tidak bisa diselesaikan

dengan mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan
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putusan/renvoi tetapi hanya dapat dilakukan dengan mekanisme

pengajuan upaya hukum luar biasa.

F.  RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis

&L,

Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
S7/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013
tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang
Pedoman Teknis Mediasi secara Elektronik di Pengadilan.
Menyelaraskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Dalam hal revisi Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2020 belum selesai dilakukan, norma
tentang hukuman disiplin mengacu pada ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sesuai dengan
asas lex superior derogat legi inferiori, lex postericr derogate
legi priori, dan lex specialis derogate legi generali.
Menetapkan Keputusan Ketua Mahkamzh Agung tentang
Pedoman Standar Bangunan, Tata Ruang Bangunan Gedung
Kantor Pengadilan, Rumah Negara, dan Kendaraan Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya dan melakukan upaya pemenuhan hak rumah
regara, keamanan dan fasilitas transportasi bagi Hakim
sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf ¢, huruf d, dan huruf
f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak

Keuangan dan Fasilitas Hakim.
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Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
-25/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian
Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian
dengan mencabut pendelegasian kewenangan pemberian
=1 e

Mengintegrasikan dan menyinergikan kegiatan Akreditasi
Penjaminan Mutu dengan Zona Integritas agar dapat
berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis.

Melakukan kajian dan rasionalisasi penetapan grade dan
Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan
nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan.

Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Pe-adilan di
Bawahnya khususnya terkait penghentian pembayaran gaji
pegawal yang tidak masuk kantor semula 2 (dua) bulan
menjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa
alasan dan merevisi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 8 Tahun 2016 terkait susunan tim pemeriksa yang
menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama.

Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing
System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya, khususnya Pasal 5 ayat (2), dengan
mempertegas bahwa pendelegasian kepada Pengadilan

Tingkat Pertama tidak termasuk melakukan peme-ikszan.
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k. Mengoptimealkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang
mekanisme pemberhentian sementara dan pemberkentian
tetap bagi -1lakim/Aparatur Peradilan yang terlibat kasus
pidana.

L. Mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013
tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.

m. Merumuskan aturan turunan Keputusan Ketua Mahxamah
Agung Nomor 269/KMA/SK/XI1/2018 tentang Tata Kelola
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

n. Mengevaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun
2010 - 2035.

0. Melakukan kajian terhadap kepatuhan rumusan kamar di
Mahkamah Agung.

Reorganisasi

Merealisasikan perubahan organisasi (reorganisasi) pada

Mahkamah Agung, antara lain:

a. Biro Hukum dan Humas
1) Biro Hukum dan Humas
2) Biro Texnologi Informasi

b. Biro Perencenaan dan Organisasi
1) Biro Perencanaan
2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

c. Biro Kepegawaian
1) Biro Sumber Daya Manusia
Z2)  Unit Penilaian Kompetensi/ Assesment Center

d. Biro Perlengkapan menjadi Biro Manajemen Barang Milik
Negara dan Pengadaan

e. Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan Pelaporan

f.  Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis

Peradilan Militer

1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Mil:ter
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2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer

Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis

Peradilan Tata Usaha Negara

1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peracilar: Tata
Usaha Negara

2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata

Usaha Negara

3. Tipe Kelas Pengadilan

Pembentukan pengadilan baru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Melakukan kajian pembentukan Pengadilan Militer Tinggi
Makassar dan Balikpapan, pengadilan kelas IA khusus di
lingkungan peradilan agama dan melakukan peningkatan

kelas/tipe pengadilan tingkat pertama dar: tingkat banding.

4. Sumber Daya Manusia

a.

Mengambil langkah-langkah agar Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri (PPNPN) dapat diangkat sebagai Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPX)/Pegawai Negeri
Sipil (PNS) atau diangkat kembali melalui outsourcing.
Menetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
dan peraturan pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut
naskah akademik tentang kedudukan panitera dan panitera
muda yang disusun tahun 2022.

Mendorong peningkatan kegiatan pelatthan dan ujian
sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintal. yang
bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan |
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengadakan ujian
pejabat fungsional Pengelola Barang Jasa sebanyak 2 (dua)
kali dalam setahun dan memberikan dukungan,
pendampingan, dan bantuan hukum dalam proses

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
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Memperpanjang masa jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang akan
habis masa jabatannya tahun 2023 sampai dengan adanya

hasil seleks: Hakim Ad Hoc PHI berikutnya.

Sarana dan Prasarana

a.

Mengusulken  anggaran untuk  penggantian mobil
operasional antar jemput pegawai Mahkamah Agung dan
kendaraan operasional di pengadilan.

Menyediakan dukungan teknologi informasi unttk layanan
Informasi Perkara, Rogatory, Laporan Perpanjangan
Penahanan, Pengaduan dan Survey Kepuasan Layanan,
kecerdasan buatan/robotic, live streaming persidangan
pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali,
whatsapp business untuk e-Court dan e-BERPADU, hotline
pengaduan, pengembangan aplikasi pasca pailit, dan deteksi

dini duplikasi perkara.

Keuangan

Mengusulkan nomenklatur kasir dan koordinator delegasi

panggilan/pemberitahuan agar dapat menjadi Analis Pengelola

Keuangan Perkara kepada Kementerian PAN-RB.

- AHKAMAH AGUNG




KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Yth: 1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat
Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat
Pertama;
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2023

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan
untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.
Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan
tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di
Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan
21 November 2023 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk
membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang
mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah
melahirkan rumusan sebagai berikut.

Rumusan Pleno Kamar Pidana.
Rumusan Pleno Kamar Perdata.
Rumusan Pleno Kamar Agama.
Rumusan Pleno Kamar Militer.

Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.

U

Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.
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Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut,

disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai

dengan tahun 2023, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam
penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung,
pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang
substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan

tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.

2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022
yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi
bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2023,
rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian wuntuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023
MHKAMAH AGUNG

Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;

4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;

5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.
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RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2023

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana,

Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara

dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023

sampai dengan 21 November 2023 di Hotel Intercontinental Bandung, telah

menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1.

Ketua pengadilan negeri dalam memberikan izin penggeledahan
terhadap gedung atau kantor atau instansi atau lembaga atas
permohonan penyidik, harus menyebutkan tempat atau ruangan
secara rinci yang secara khusus hendak dilakukan
penggeledahan.

Ketua pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan
penyitaan terhadap barang bukti narkotika harus mencantumkan
berat bersih (netto) terhadap barang bukti narkotika yang telah
disita dan dimohonkan persetujuan tersebut.

Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang

bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto
SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan
pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum
khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Peninjauan Kembali (PK) Kedua:

Pengajuan PK Kedua sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 10
Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2014 apabila dalil

pertentangan dua/lebih putusan pengadilan berbeda yang
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didalilkan oleh pemohon PK/terpidana tidak terbukti, maka amar
putusan permohonan PK/terpidana tersebut dinyatakan ditolak.

Rumusan hasil rapat pleno Kamar Pidana tahun 2020
sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 huruf
A angka 1 tentang redaksi pidana denda yang tidak dibayar pada
perkara pajak dicabut karena sudah menjadi norma dalam Pasal
44C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1.

Perdata Umum
Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia,
yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa
asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia
tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali
dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia
karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.
Perdata Khusus
a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1)  Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

a) AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli objek
jaminan, melainkan hanya penyerahan objek
jaminan secara sukarela kepada bank untuk dijual
sebagai pelunasan utang.

b) Selama AYDA belum terjual maka status bank
tetap sebagai kreditor separatis dan objek AYDA
merupakan boedel pailit, namun ketika objek AYDA
sudah terjual, sedangkan masih ada sisa piutang,
maka bank dapat menagihnya dalam status
sebagai kreditor konkuren.

c) Hakim Pengawas dalam menjalankan tugasnya

mengacu kepada informasi yang tersedia pada
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Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selalu di
update dengan data dari bank yang bersangkutan
untuk menentukan status debitor.

2) Permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap
pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah
susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian
secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) dan diputus hubungan kerjanya

sebelum jangka waktu berlakunya PKWT berakhir, berhak

mendapatkan uang ganti rugi dan uang kompensasi dengan
memperhatikan jangka waktu PKWT yang telah dijalaninya

(vide: Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021).

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1.

Hukum Perkawinan

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf
b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri
berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah
tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
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harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti
dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam)
bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”
Hukum Perwalian
Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa,
maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan
permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara
voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang
masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum
tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

Hukum Kewarisan

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka

anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut

agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai
penerima wasiat wajibah dari pewaris.

Hukum Ekonomi Syariah

a. Menyempurnakan rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun
2016 angka 2, Eksekusi hak tanggungan berikut
pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan
eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah
merupakan kewenangan peradilan agama kecuali .objek
pengosongan dikuasai pihak ketiga.

b. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah
(Mas’uliyah Tagsiriyah/ Dhaman ‘Udwan) yang dilakukan
oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor
ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.

Hukum Jinayat

‘Uqubat yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan

pada jarimah persetubuhan dengan anak.
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D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

|

Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Pelaku

Tindak Pidana

a. Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari
dinas militer terhadap prajurit/terdakwa yang melakukan
ketidakhadiran tanpa izin/desersi dengan maksud untuk
menghindari pelaksanaan tugas operasi.

b. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer
kepada terdakwa tidak dijatuhkan berdasarkan hanya atas
permohonan pemecatan yang diajukan terdakwa kepada
majelis hakim di persidangan.

c. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan
kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai
penyalah guna narkotika apabila ditemukan fakta hukum
bahwa:

1) terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkotika;
2) terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum
baik pidana maupun disiplin.

Penerapan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Terhadap Prajurit yang

Melakukan Ketidakhadiran di Kesatuan yang Baru

Prajurit yang telah dilepas dari kesatuan lama untuk

melaksanakan surat perintah pindah satuan, tetapi tidak segera

melapor di kesatuan baru, tidak diterapkan ketentuan tentang

ketidakhadiran tanpa izin/desersi karena yang bersangkutan

belum tercatat sebagai anggota kesatuan baru.

Hak-Hak Rawatan Dinas Prajurit Terhadap Permohonan

Peninjauan Kembali yang Dikabulkan

a. Prajurit yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari
dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, hak-hak rawatan dinasnya tidak
diberikan kecuali ada putusan peninjauan kembali yang

meniadakan penjatuhan pidana tambahan tersebut.
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b. Prajurit menerima kembali hak-hak rawatan dinas
keprajuritan sejak yang bersangkutan diaktifkan kembali
berdasarkan putusan peninjauan kembali.

Tindak Pidana Narkotika

a. Terdakwa yang turut ditangkap bersama dengan orang lain
yang tertangkap tangan karena sedang melakukan tindak
pidana narkotika, tidak dapat diterapkan dalam Pasal 131
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
apabila terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk
melaporkan adanya tindak pidana tersebut.

b. Hasil uji pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap
urine dan/atau rambut dan/atau darah seseorang prajurit
(terdakwa) merupakan alat bukti surat yang harus
dipertimbangkan untuk membuktikan seseorang sebagai
penyalah guna narkotika sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

L.

Fatwa/Pendapat Hukum Hanya Untuk Lembaga Negara dan
Lembaga Pemerintahan

Mencabut huruf A angka 6 rumusan hukum Kamar Tata Usaha
Negara Tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 4
Tahun 2014, dan mengatur Kembali sebagai berikut:

Mahkamah Agung hanya dapat memberi keterangan
pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga
negara dan lembaga pemerintahan.

Pengabaian Permohonan Pembatalan Keputusan Tata Usaha
Negara Tidak Dapat Digugat Sebagai Sengketa Tindakan
Pemerintahan

Permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang

tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan
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faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa
dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan
mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha
Negara dan tindakan faktual).

3. Pembakuan Amar Putusan Dalam Perkara Tindakan
Pemerintahan
Dalam hal gugatan tindakan melanggar hukum oleh badan
dan/atau pejabat pemerintah dikabulkan, maka sebelum amar
yang bersifat condemnatoir, harus ada amar yang bersifat
deklaratif misalnya menyatakan tergugat telah melakukan
perbuatan melanggar hukum. (Perubahan Amar Putusan dalam
Template dan Pedoman  Penulisan Putusan/Penetapan
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat
Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, sebagimana
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
359/KMA/SK/XII/2022).

4. Sengketa Pajak
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Setelah Putusan Pidana
Perpajakan
Dalam hal tindak pidana pajak telah diadili dan diputus
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap, asas litis finiri oportet dan asas ultimum remedium tidak
berlaku mutlak sepanjang terpidana masih memiliki kewajiban
pajak.

(Perubahan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA
Nomor 2 Tahun 2019 angka 5 huruf b).

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN
1. Regulasi dan Kebijakan Strategis
a. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi Cetak Biru akan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
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Harmonisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya terkait kewenangan atas
penjatuhan  hukuman  disiplin dalam  pelaksanaan
pengawasan melekat dengan  ketentuan = Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

Melakukan kajian dan menyusun Peraturan Mahkamah
Agung tentang Keprotokolan di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Melakukan kajian dan menyusun Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Pedoman Juru Bicara pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya serta fungsi kehumasan pada pengadilan tingkat
banding dan pengadilan tingkat pertama di bawah
Mahkamah Agung.

Melakukan kajian dan merevisi Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor 125/KMA/SK/IX /2009 tentang Pendelegasian
sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
Nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan teknis
peradilan:

1) melakukan kajian naskah urgensi terkait penyusunan
Keputusan Presiden tentang nomenklatur pengadilan
tingkat pertama;

2) mengusulkan pembahasan peraturan presiden tentang

kedudukan jabatan kepaniteraan pengadilan sesuai
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dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara dan peraturan pemerintah terkait; dan

merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi

jabatan.

g. Menyusun norma/kebijakan Mahkamah Agung terkait:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

revisi dan pelaksanaan Buku II sebagai panduan kerja
pengadilan,;

pengelolaan media sosial;

standarisasi keamanan di lingkungan Mahkamah
Agung;

identitas khusus kendaraan dinas di Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang Berada di bawahnya;

kriteria klasifikasi pengadilan tingkat banding;
pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja
bagi tenaga teknis pengadilan; dan

pedoman penatausahaan aset tak berwujud di

lingkungan Mahkamah Agung.

Sarana dan Prasarana

Menyediakan baju dinas hakim dan Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Keuangan

a. Menyusun kebijakan Mahkamah Agung terkait besaran

persentase penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

denda perkara pelanggaran lalu lintas secara proporsional

antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia,

serta Kepolisian Republik Indonesia dengan melibatkan

Kementerian Keuangan.



-12-

Menyusun petunjuk teknis Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

DIN
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14.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Zainal 1Imi

Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabaru, 20 September 2001

Agama > Islam

Kebangsaan : Indonesia

. Pekerjaan : CPNS Penghulu Kecamatan Kelumpang

Tengah

Pengalaman Organisasi : LPPQ (Anggota)

Status Perkawinan : Belum Menikah

Alamat :JI. H. Abdullah, RT. 02, RW. 01, Desa
Pantai, Kec. Kelumpang Selatan, Kab.
Kotabaru

No. HP/ Alamat Email 081934169060

Pendidikan

a. TK : TK Pertiwi

b. SD : SDN 1 Pantai

c. SMP : SMPN 1 Kelumpang Selatan

d. SMA : SMAN 1 Kelumpang Selatan
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Orang Tua

Ayah

Nama : Drs. H. M. Arifin

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat :JI. H. Abdullah, RT. 02, RW. 01, Desa
Pantai, Kec. Kelumpang Selatan, Kab.
Kotabaru

Ibu

Nama : Sari Muhidah, S.Ag

Pekerjaan : PNS

Alamat :JI. H. Abdullah, RT. 02, RW. 01, Desa
Pantai, Kec. Kelumpang Selatan, Kab.
Kotabaru

Saudara

Nama : Siti Mardiyatul Isnaniah, S.Pd

Pekerjaan - Guru

Alamat : Komplek Pondok Kharisma



